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Rapat Di Komisi 1X

BPOM Kudu Percepat

KOMISI IX DPR mendesak
Badan Pengawasan Obat dan
Makanan (BPOM) segera
melakukan langkah-langkah
percepatan dalam penyerapan
anggaran dan rencana realokasi
anggaran yang tidak terserap
untuk program dan kegiatan
yang dapat langsung dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat

sesuai dengan mekanime yang

berlaku. - ~
“BPOM _perlu melakukan
langkah-langkah percepatan

dalam penyerapan anggaran -

yang kegiatannya dirasakan
langsung oleh masyarakat,”
ungkap Wakil Ketua Komisi

IX Nihayatul Wafiroh saat

memimpin Rapat Dengar

Pendapat (RDP) dengan Kepala
BgQM;;qi‘e:mbahas evaluasi.
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IX DPR, Senayan, Ja

karta,
kemarin. o

Selain itu, dalam pelak.

sanaan tugas dan fungsi,
L L L

lendesak BPOM

pencegahan dalam keseluru-

“han proses pengawasan obat

dan makanan. “Sehingga
ada peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap produk
obat dan makanan yang sesuai
standar kemanan dan mutu
untuk pencapaian derajat ke-

sthatan,” gﬂngkaplNihik, sa-

paan akrab Nihayatul.. -
Legislator PKB itu juga
mendesak BPOM .untuk

mengambil langkah strategis

dalam rangka meningkatkan
daya saing Usahia Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) di
bidang obat dan makanan,
termasuk mengintensifkan

-

omisi

utamakan tipaya

pendampingan dalam proses

Serapan Anggaran

pemenuhan standar dan per-
izinan, “Kami berharap BPOM
dapat meningkatkan days saing
UMKM, serta membantu da_
lam proses pemenuhan standar
dan perizinan,” tuturnya.
Selain itu, Komisi IX juga
mendesak BPOM untuk terus
mengintensifkan pengawasan
terhadap produk obat dan
makanan, termasuk pangan -
Jajanan anak sekolah (PJAS)
melalui kemitraan bersama
kementerian/lembaga terkait,

_pemerintah daerah dan me-

ningkatkan komunikasi, infor_
‘masi dan edukasi (KIE) kepada
masyarakat dan pelaku usaha.
- Hal senada disampaikan

-anggota Komisi IX Saleh
“Partaonan Daulay yang me_
‘minta BPOM untuk melaku_ ;

kan langkah-langkah penye-

Tapan anggaran. “Penyerapan
anggaran pegawai pegawai

.baru 84 persen, anggaran be_

lanja barang baru 74 persen
dan anggaran belanja modal
baru 59 persen. Padahal seben_
tar lagi akhir tahun, ini perlu
dievaluasi, apa kendalanya
kita akan cari solusi ” ungkap
politisi PAN itu.

Terkait wewenang BPOM,
Saleh mengatakan pihaknya
akan berupaya memperkuat
BPOM melalui payung hukum.
“BPOM merupakan lembaga
Yyang tugas dan fungsinya besar,
tapi organisasinya belum me_
nyentuh sampai kabupaten
dan kota. Saat ini hanya ada di
provinsi, sangat tidak efektif
untuk mengawasi seluruhnya..
Kita ingin ada upaya penguatan -
melalui payung hukum untuk
membuat perubahan besar di
BPOM dalam pengawasan
obat dan makanan,” harap
Saleh. m oNINET



